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The simple, rent flats of Gunungsari  in Surabaya—which  initially is for people with 
lower income—is also habited by others who have good financial income. This can be 
indicated by many  cars  which are being parked on the yard. Meanwhile, there are 22 shop 
units prepared for the habitants  but still haven’t operated since the beginning of residential 
to date.  Therefore, the researcher is interested to  review deeply  about management of 
the flats of Gunungsari in evaluative method. This research aims to descript result of 
evaluation about management of the flat of Gunungsari in Surabaya.  
In this review, the researcher uses six  evaluation criteria of policy by William N. 
Dunn (2003) that is effectiveness, efficiency, adequacy, equities, responsiveness, and 
appropriateness which in turn is used to as focus of the research. Meanwhile, result of the 
research is constructed  by using descriptive qualitative method so data is collected by using 
observation, interview, and documentation. Then, in order to obtain information about 
those above, the researcher chooses location in the flats of Gunungsari in Surabaya and 
Public Work Agency of East Java Province. Interviewing and collecting data from staff of the 
agency and the habitants who are selected by snowball sampling technique.  To construct  
report of the research, the researcher conducts data collection, data reduction, data 
presentation, and drawing conclusion.  
Result of the research indicates that from aspect of effectiveness, the building of the 
flat is eligible for occupancy but not utilized optimally by the habitants.  From aspect of 
efficiency, it is less efficient to management timeline since 2011, however, assistance 
programs have been done to manage the flats. From aspect of adequacy, there still are 
many problems that haven’t solved to date such as arrear of in rent payment. From aspect 
of equities, the flat is not all habited by  lower income people, indeed there are habitants 
who have car. From this situation, most habitants complaint about management of the flats. 
Therefore, on the appropriateness aspect,  the flats of Gunungsari hasn’t given many 
usefulness optimally as expected. The conclusion is the management unsuccessfully 
manages this flats. Therefore, the management should be active and firm in solving 
problems and complaints of the habitants. The management should establish association of 
habitants  to facilitate problem solving in this flats.  
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Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Gunungsari di Surabaya yang 
diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pada kenyataannya juga 
dihuni oleh masyarakat yang berkecukupan secara finansial. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya fenomena mobil-mobil yang sering diparkir di pelataran rusunawa ini. Selain itu, 22 
unit pertokoan yang disediakan sebagai fasilitas bagi penghuni tetapi belum dioperasikan 
sejak awal penghunian hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
mendalam perihal pengelolaan rumah susun sederhana sewa Gunungsari secara evaluatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil evaluasi pengelolaan rumah susun 
sederhana sewa Gunungsari di Surabaya. 
Dalam pengkajian penelitian ini, penulis menggunakan enam kriteria evaluasi 
kebijakan William N. Dunn (2003) yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
responsivitas, dan ketepatan yang kemudian digunakan sebagai fokus penelitian. Sedangkan 
penyusunan hasil penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga teknik 
pengumpulan datanya melaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk 
mendapatkan informasi mengenai hal ini, penulis memilih lokasi di rusunawa Gunungsari 
dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. Melakukan wawancara dan 
pengambilan data dari staf dinas dan penghuni yang dipilih dengan teknik snowball 
sampling. Untuk penyusunan laporan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, hingga menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektivitas, bangunan rusunawa 
Gunungsari dinilai layak, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penghuni. Segi 
efisiensi dinilai masih kurang efisien terhadap masa waktu pengelolaan yang sudah berjalan 
sejak 2011 lalu, namun demikian telah dilakukan program pendampingan sebagai upaya 
pengelolaan di rusunawa ini. Segi kecukupan menilai masih banyak permasalahan yang 
belum dapat diatasi hingga sekarang, seperti penunggakan pembayaran sewa. Segi perataan 
menemukan bahwa rusun ini tidak dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah secara 
keseluruhan, bahkan ada penghuni-penghuni yang memiliki mobil. Dari situasi tersebut, 
sebagian besar penghuni merespon dengan masih mengeluhkan pengelolaan rusunawa ini. 
Maka dari itu, pada kriteria ketepatan dapat dikatakan bahwa pengelolaan rusunawa 
Gunungsari tidak memberikan banyak manfaat secara optimal seperti yang diharapkan. 
Kesimpulannya, pengelolaan rusunawa Gunungsari tidak berjalan dengan baik disebabkan 
tidak adanya anggaran dana untuk penyelenggaraannya. Untuk itu, pihak pengelola harus 
lebih aktif dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan dan keluhan warga di rusunawa 
Gunungsari. Pihak pengelola sebaiknya membentuk PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah 
Susun) supaya lebih memudahkan pengendalian terjadinya permasalahan maupun 
pelanggaran di rusunawa ini. 
 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Rusunawa. 
I. PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Pertumbuhan penduduk yang ditandai 
dengan bertambahnya kuantitas penduduk 
dapat dilihat dari tingkat kelahiran dan laju 
urbanisasi atau migrasi penduduk desa ke 
perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk 
akan beriringan dengan berkembangnya 
dan bertambahnya kuantitas serta kualitas 
permintaan atau tuntutan dari masyarakat 
untuk dapat dipenuhi. Salah satu hal atau 
kebutuhan yang paling mendasar untuk 
dipenuhi selain sandang dan pangan 
adalah kebutuhan akan tempat tinggal 
atau papan. Sedangkan permasalahannya 
adalah keterbatasan lahan dan semakin 
meningkatnya harga tanah untuk 
perumahan maka hal ini akan 
membebankan masyarakat berpenghasilan 
rendah (MBR) untuk menjangkaunya. 
Dengan demikian, demi memenuhi 
kebutuhan tersebut maka mereka akan 
melakukan segala cara termasuk 
melakukan pembangunan rumah di lahan-
lahan milik negara secara illegal dan tidak 
teratur sehingga menciptakan suatu 
permukiman liar dan kumuh. Untuk  itu, 
alternatif yang mungkin adalah dengan 
membuat sistem perumahan baru. “Salah 
satu sistem yang mungkin dapat 
menampung kebutuhan yang demikian 
besar akan perumahan dalam keadaan 
tanah yang terbatas adalah sistem flat, 
yaitu membangun perumahan dengan 
sistem menumpuk ke atas”(Sarwono 
dalam Budiharjo, 1992: 146). 
Pada tahun 2009 silam tepatnya pada 
4 Mei 2009 terjadi penggusuran di 
kawasan permukiman stren kali Jagir kota 
Surabaya. Penertiban ini dilakukan 
Pemerintah setelah memberikan surat 
peringatan bagi warga stren kali Jagir 
untuk segera membongkar sendiri rumah 
mereka. Atas kerugian dan hilangnya 
tempat tinggal warga stren kali Jagir 
tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur 
menyiapkan hunian baru berupa rumah 
susun sederhana sewa (rusunawa) di 
Gunungsari Surabaya. Pembangunan 
rusunawa yang semulanya diperuntukkan 
bagi maskin yang berasal dari Stren Kali 
Jagir Surabaya senyatanya juga dihuni oleh 
warga bukan dari Stren Kali Jagir. Peneliti 
mendapati bahwa di rusunawa tersebut 
terdapat pemandangan mobil-mobil yang 
sering diparkir di area pelataran rusunawa 
Gunungsari. Apabila benar bahwa mobil-
mobil tersebut adalah milik penghuni, 
maka tentu saja penghuni tersebut bukan 
termasuk golongan masyarakat 
berpenghasilan rendah. Selain itu, sejak 
diresmikannya Rusunawa Gunungsari di 
Surabaya pada 2011 lalu hingga kini tidak 
semua fasilitas umum dan sosialnya 
dipergunakan warga atau dioperasikan, 
seperti 22 stand pertokoan di sana yang 
belum beroperasi hingga kini.  
Kebijakan tentang pengelolaan 
rusunawa Gunungsari berlandaskan pada 
dua dasar hukum, yakni Peraturan Menteri 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 
tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa dan yang kedua 
adalah Peraturan Gubernur Nomor 36 
tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, 
rusunawa Gunungsari dikelola langsung 
oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 
dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Dengan melihat pada fenomena 
yang ditemukan di atas, memunculkan 
suatu pertanyaan yang berkenaan dengan 
pengelolaan rumah susun sederhana sewa 
Gunungsari Kota Surabaya sehingga 
penulis menetapkan judul penelitiannya 
adalah “Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari di Surabaya”. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan fakta tersebut akhirnya 
memunculkan ketertarikan bagi penulis, 
sehingga diperlukan pengkajian secara 
mendalam dan ilmiah. Untuk itu, peneliti 
merumuskan masalahnya yaitu : 
“bagaimana evaluasi pengelolaan rumah 
susun sederhana sewa Gunungsari di 
Surabaya?” 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan rumusan masalah yang 
diajukan, maka tujuan penelitiannya ialah 
“untuk mendeskripsikan hasil evaluasi 
pengelolaan rumah susun sederhana sewa 
Gunungsari di Surabaya.” 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan berbagai manfaat, antara 
lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Dalam kajian penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan 
kontribusi berupa kajian teori 
dalam khasanah Ilmu Administrasi 
Negara yang dikembangkan dan 
digunakan dalam mengkaji data 
penelitian ini. Sehingga pada 
gilirannya nanti, teori-teori tersebut 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
referensi bagi mahasiswa atau 
pihak lainnya dalam hal kebijakan 
perumahan dan pengelolaannya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat, memberikan 
pemahaman serta jawaban atas 
keluhan maupun permasalahan 
mengenai pengelolaan rusunawa 
kepada masyarakat, sehingga 
nantinya tidak terjadi 
kesalahpahaman ataupun 
ketimpangan persepsi 
masyarakat terhadap pengelola 
rusunawa. 
b. Bagi Dinas PU Cipta Karya dan 
Tata Ruang Provinsi Jatim, dapat 
menjadi masukan sebagai bahan 
pertimbangan untuk 
pelaksanaan pengelolaan 
rusunawa agar menjadi lebih 
baik kedepannya. 
II. KAJIAN PUSTAKA 
A. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Banyak yang menganggap bahwa 
kebijakan adalah sama dengan keputusan 
dan apa saja yang dilakukan oleh 
pemerintah. Dye dalam Widodo (2009: 
12) mengartikan kebijakan publik adalah 
“apapun yang pemerintah pilih untuk 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu”. Kegiatan, program, dan praktik 
yang dilakukan oleh pemerintah 
merupakan bentuk realisasi dari 
kebijakan.  
Dalam administrasi negara, kebijakan 
publik atau kebijaksanaan negara 
merupakan rangkaian tujuan-tujuan yang 
ditetapkan dalam peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh pejabat-pejabat negara 
atau pemerintah dengan didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan untuk 
memecahkan masalah-masalah tertentu 
yang dihadapi masyarakat. Proses 
kebijakan publik dapat dikatakan 
serangkaian aktivitas intelektual yang 
dilakukan dalam proses kegiatan politis. 
Aktivitas politis tersebut meliputi 
penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi kebijakan, implementasi 
kebijakan, dan evaluasi kebijakan. 
 
2. Jenis Kebijakan Publik 
Berkaitan dengan jenis kebijakan 
publik, menurut Riant Nugroho 
Dwidjowijoto (2006: 31) kebijakan publik 
dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : 
a. Kebijakan yang bersifat makro, 
yaitu kebijakan atau peraturan 
yang bersifat umum seperti 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Tahun 1945, Undang-
Undang/ Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, dan Peraturan Daerah. 
b. Kebijakan yang bersifat meso, 
yaitu kebijakan yang bersifat 
menengah atau memperjelas 
pelaksanaan, seperti kebijakan 
Menteri, kebijakan dari dinas, 
Peraturan Gubernur, Peraturan 
Bupati, Peraturan Wali Kota. 
c. Kebijakan yang bersifat mikro, 
yaitu kebijakan yang bersifat 
mengatur pelaksanaan atau 
implementasi dari kebijakan di 
atasnya, seperti kebijakan yang 
dikeluarkan oleh aparat publik 
dibawah Menteri, Gubernur, 
Bupati, dan Wali Kota. 
 
3. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik 
Dalam hal membuat suatu kebijakan 
atau keputusan terkadang masih 
terdapat keluputan di dalamnya sehingga 
diperlukan penilaian atau evaluasi. 
“Evaluasi kebijaksanaan (policy 
evaluation) merupakan salah satu unsur 
fungsional dari kegiatan pengambilan 
kebijaksanaan yang dapat menentukan 
keberhasilan dari suatu program atau 
kebijaksanaan pemerintah”(Jones dalam 
Soenarko, 2000: 211). Dunn (2003: 608) 
mengatakan bahwa “istilah evaluasi 
dapat disamakan dengan penaksiran 
(appraisal), pemberian angka (rating), 
dan penilaian (assesment), kata-kata 
yang menyatakan usaha untuk 
menganalisis hasil kebijakan dalam arti 
satuan nilainya”. Penilaiannya biasanya 
tergantung pada pelaksanaan kebijakan 
tersebut telah sesuai dengan tujuan atau 
sasaran yang telah dirumuskan ataukah 
belum. Dalam hal ini, Subarsono (2005: 
120) menuliskan tujuan evaluasi 
kebijakan secara rinci sebagai berikut: 
a. Menentukan tingkat kinerja 
suatu kebijakan. Melalui evaluasi 
maka dapat diketahui derajad 
pencapaian tujuan dan sasaran 
kebijakan. 
b. Mengatur tingkat efisiensi suatu 
kebijakan. Dengan evaluasi juga 
dapat diketahui berapa biaya dan 
manfaat dari suatu kebijakan. 
c. Mengukur tingkat keluaran 
(outcome) suatu kebijakan. Salah 
satu tujuan evaluasi adalah 
mengukur berapa besar dan 
kualitas pengeluaran atau output 
dari suatu kebijakan. 
d. Mengukur dampak suatu 
kebijakan. pada tahap lebih 
lanjut, evaluasi ditujukan untuk 
melihat dampak dari suatu 
kebijakan, baik dampak positif 
maupun negatif. 
e. Untuk mengetahui apabila ada 
penyimpangan. Evaluasi juga 
bertujuan untuk mengetahui 
adanya penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin 
terjadi, dengan cara 
membandingkan antara tujuan 
dan sasaran dengan pencapaian 
target. 
f. Sebagai bahan masukan (input) 
untuk kebijakan yang akan 
datang. Tujuan akhir dari evaluasi 
adalah untuk memberikan 
masukan bagi proses kebijakan 
ke depan agar dihasilkan 
kebijakan yang lebih baik. 
 
4. Tipe Evaluasi Kebijakan 
Dalam hal ini, James Anderson 
membagi evaluasi kebijakan kedalam tiga 
tipe yang didasarkan pada pemahaman 
para evaluator terhadap evaluasi, antara 
lain: 
a. Tipe pertama, evaluasi kebijakan 
dipahami sebagai kegiatan 
fungsional. 
b. Tipe kedua, merupakan tipe 
evaluasi yang memfokuskan diri 
pada bekerjanya kebijakan atau 
program-program tertentu. 
c. Tipe ketiga, tipe evaluasi 
kebijakan sistematis(Winarno, 
2008: 227). 
Untuk melakukan kegiatan evaluatif 
terhadap suatu kebijakan para 
administrator harus memiliki metode 
atau pendekatan yang tepat agar sesuai 
dengan tujuan evaluasi kebijakan yang 
akan dilakukannya. Tiga pendekatan 
evaluasi menurut Dunn (2003: 612) ialah 
Evaluasi Semu, Evaluasi Formal, Evaluasi 
Keputusan Teoritis. Dari ketiga 
pendekatan evaluasi kebijakan itu, yang 
paling sesuai untuk mengkaji penelitian 
ini adalah pendekatan evaluasi formal. 
 
5. Tahapan Evaluasi Kebijakan 
Tahapan-tahapan evaluasi kebijakan 
menurut Widodo (2009: 125) ialah: 
a. Mengidentifikasi apa yang 
menjadi tujuan kebijakan, 
program, dan kegiatan. 
b. Penjabaran tujuan kebijakan, 
program, dan kegiatan ke dalam 
kriteria atau indikator 
pencapaian tujuan. 
c. Pengukuran indikator pencapaian 
tujuan kebijakan program. 
d. Berdasarkan indikator 
pencapaian tujuan kebijakan 
program tadi, dicarikan datanya 
di lapangan. 
e. Hasil data yang diperoleh dari 
lapangan kemudian dilakukan 
pengolahan, dan dikomparasi 
dengan kriteria pencapaian 
tujuan. 
Untuk memudahkan melakukan 
kegiatan evaluasi, menurut Dunn 
evaluator dapat menggunakan enam 
kriteria keputusan untuk pemecahan 
masalah kebijakan antara lain: 
a. Efektifitas (effectiveness), 
mengukur pencapaian kebijakan 
dari segi unit produk, layanan, 
atau moneternya. 
b. Efisiensi (eficiency), menilai 
kebijakan dengan melihat 
seberapa banyaknya usaha yang 
dilakukan untuk mencapai 
tingkat efektifitas tertentu. 
Efisiensi biasanya diukur dari 
perhitungan biaya moneternya. 
c. Kecukupan (adequacy), 
berkenaan dengan seberapa jauh 
suatu tingkat efektifitas 
memuaskan kebutuhan, nilai, 
atau kesempatan yang 
menumbuhkan adanya masalah. 
d. Perataan (equity), kebijakan yang 
hasilnya baik segi unit pelayanan, 
segi biaya maupun usaha-
usahanya secara adil 
didistribusikan. 
e. Responsivitas (responsiveness), 
berkenaan dengan seberapa jauh 
suatu kebijakan dapat 
memuaskan kebutuhan, 
preferensi, atau nilai kelompok-
kelompok masyarakat tertentu. 
f. Ketepatan (appropriateness), 
mempertanyakan apakah tujuan 
tersebut tepat untuk suatu 
masyarakat. 
 
B. KONSEP PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN 
Demi mewujudkan kehidupan yang 
sejahtera lahir dan batin bagi segenap 
bangsa Indonesia, maka negara 
bertanggung jawab melindungi segenap 
bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 
Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 
pada pasal 1 ayat (1) dan (5), maka definisi 
perumahan dan permukiman ialah sebagai 
berikut : 
Perumahan adalah kumpulan rumah 
sebagai bagian dari permukiman, 
baik perkotaan maupun perdesaan, 
yang dilengkapi dengan prasarana, 
sarana, dan utilitas umum sebagai 
hasil upaya pemenuhan rumah yang 
layak huni. 
Permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri atas 
lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, 
utilitas umum, serta mempunyai 
penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan 
perdesaan. 
Dalam mewujudkan perumahan dan 
permukiman yang yang sehat dan layak 
tentu saja bukan perkara yang mudah dan 
cepat dilaksanakan. Fenomena 
pertumbuhan penduduk yang tak 
terkendali dengan keterbatasan lahan di 
perkotaan merupakan kendala dalam hal 
ini. “Salah satu bentuk program yang 
dilakukan untuk pengadaan perumahan 
pada wilayah perkotaan adalah program 
rumah sewa”(Sastra, 2005: 67). Hunian 
yang dibangun secara vertikal seperti itu 
dapat menjawab tantangan pemenuhan 
hunian tanpa memakan lahan perkotaan 
yang terbatas. 
 
C. KONSEP RUMAH SUSUN 
Perumahan dengan tipe vertikal 
menjadi solusi di kota Surabaya dalam hal 
menanggulangi permasalahan akan 
kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk 
di Surabaya. Terdapat dua tipe perumahan 
vertikal di Surabaya ini, yaitu apartemen 
dan rumah susun. Rumah susun yang 
dibangun dan diperuntukkan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 
ialah rumah susun sederhana sewa. 
Pembangunan rumah susun tersebut harus 
memenuhi persyaratan teknis seperti yang 
telah ditentukan sehingga rusun tersebut 
menjadi sehat dan layak untuk dihuni. 
 
D. PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 
SEDERHANA SEWA 
Setelah mendapatkan ijin layak huni 
dan satuan rumah susun sudah dihuni oleh 
para pemiliknya, maka wajib dibentuk 
kepengurusan penghunian dan 
pengelolaan rumah susun demi 
kepentingan bersama. “Satuan rumah 
susun yang merupakan milik perseorangan 
dikelola sendiri oleh pemiliknya, 
sedangkan yang merupakan hak bersama 
harus digunakan dan dikelola secara 
bersama karena menyangkut kepentingan 
dan kehidupan orang banyak” (Sutedi, 
2010: 189). Oleh karena itu, penghuni 
rumah susun dengan kepemilikan bersama 
wajib membentuk perhimpunan penghuni 
untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan bersama. Perhimpunan 
Penghuni Rumah Susun (PPRS) dibentuk 
untuk tugas dan wewenang mengelola dan 
memelihara rumah susun beserta 
lingkungan serta menetapkan peraturan-
peraturan mengenai tata tertib 
penghunian. 
Pengelolaan Rusunawa Gunungsari 
mengacu pada PERMENPERA Nomor 14 
tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa; juga mengacu 
pada PERGUB JATIM Nomor 36 tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup 
pengelolaan rusunawa menurut 
PERMENPERA Nomor 14 tahun 2007 
meliputi pemanfaatan fisik bangunan 
rusunawa; kepenghunian; administrasi 
keuangan dan pemasaran; kelembagaan; 
penghapusan dan pengembangan 
bangunan rusunawa; pendampingan, 
monitoring, dan evaluasi; pengawasan dan 
pengendalian pengelolaan rusunawa. 
Sedangkan tujuan kebijakan pengelolaan 
Rusunawa ini diatur dalam PERGUB JATIM 
Nomor 36 tahun 2011. Pada penelitian ini 
akan dinilai dan diukur dengan 
menggunakan teori kriteria evaluasi 
kebijakan William N. Dunn. Teori kriteria 
evaluasi kebijakan itu akan melihat 
pencapaian hasil pengelolaan rusunawa 
Gunungsari apakah sudah sesuai dengan 
tujuan yang ditentukan seperti tersebut di 
atas. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 
Rumah Susun Sederhana Sewa Gunungsari 
di Surabaya dan di Dinas Pekerjaan Umum 
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa 
Timur. Penelitian ini akan difokuskan pada 
penilaian pengelolaan Rusunawa 
Gunungsari di Surabaya menurut kriteria 
efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
responsivitas, dan ketepatan. Sedangkan 
data penelitian diperoleh dari sumber data 
primer, yaitu keterangan atau fakta dari 
informan, dan sumber data sekunder, yaitu 
dokumen pendukung penelitian. Kemudian 
dikumpulkan oleh instrumen penelitian, 
yaitu peneliti sendiri melalui teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Setelah data terkumpul dianalisis dengan 
pendekatan kualitatif model interaktif 
Miles dan Huberman. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari 
Rusunawa Gunungsari dibangun 
dengan menggunakan DPA SKPD 
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Stuan 
Kerja Perangkat Daerah) Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 
Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 
37.321.010.000,00 pada tahun 2010 – 
2011. Pembangunannya dilakukan di atas 
lahan seluas ±6.799 m2 di Jalan 
Gunungsari No. 09-11 Kelurahan 
Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo 
Surabaya. Rumah Susun tersebut 
didirikan dengan kapasitas 3 twin block. 
Masing-masing block terdiri dari 5 (lima) 
lantai dan total unit hunian tipe 34 
sebanyak 268 unit. Rusunawa ini 
dilengkapi dengan “22 unit toko, 1 unit 
musholla, 1 unit gedung PAUD & 
perpustakaan, dan 1 unit kantor 
pengelola”(buletin DPU Cipta Karya dan 
Tata Ruang Prov. Jatim). Berdasarkan 
kelengkapan dan luasan tipe hunian di 
Rusunawa ini sehingga meraih penilaian 
sebagai rusun terbaik di Indonesia. 
Proses seleksi calon penghuni 
rusunawa Gunungsari saat itu dilakukan 
oleh LSM JERIT. Hal ini sesuai dengan 
yang diterangkan oleh Bu Krisna selaku 
Staff Bidang Perumahan Dinas PU Cipta 
Karya dan Tata  Ruang Pemprov Jatim 
sekaligus Sekretaris Pengelolaan 
Rusunawa milik Pemprov Jatim, sebagai 
berikut: 
“Awalnya rusunawa itu kan 
memang untuk orang-orang yang 
dari Stren, tapi yang nempatin rusun 
itu 75%-nya memang orang Stren, 
sisanya dari umum. Karena yang 
nyeleksi kan LSM, bukan 
kita”(wawacara pada tanggal 8 Juli 
2013) 
Pada awal tahun 2013 dilakukan 
pemutihan dan pendataan ulang bagi 
penghuni rusunawa Gunungsari 
Surabaya. Ini dikarenakan beberapa 
penghuni rusunawa itu ada yang 
menunggak uang pembayaran sewa 
bulanan rusunawa dan ada yang 
melakukan pemindahan hak sewa kepada 
pihak lain secara illegal yang dilakukan 
oleh penghuni rusun lama dengan calon 
pembeli rusun. Berikut ini ulasan 
wawancara dengan salah satu warga: 
“Sekarang ngga ada kamar yang 
kosong mba, soalnya habis 
pemutihan. Ini sekarang yang lantai 
sini aja ada yang dari umum, tapi 
pas didata waktu itu bilangnya 
masih kerabat, gitu. Jadi cuman 
nempatin gitu loh mba, ngga ganti 
pemilik, ada perjanjiannya kok. Dulu 
ada yang njual rumahnya sama 
orang lain, kena Rp.20.000.000,00 
ada yang Rp.25.000.000,00. Padahal 
kan itu ngga boleh toh, mangkanya 
sama PU didata lagi, jadi sekarang 
ngga berani jual rumah”(wawancara 
dengan Bu Lulus pada 17 Juli 2013) 
Kepengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari adalah 
dibawah wewenang Dinas Pekerjaan 
Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 
Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam Surat Perintah Tugas 
Nomor : 893/161.9/PR/112/2012 
dibawah tandatangan Kepala Bidang 
Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta 
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa 
Timur Ir. Mochammad Anwar, MM 
menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) 
pengelolaan rusunawa milik Pemprov 
Jatim bersama tupoksinya. 
 
2. Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari 
a. Deskripsi Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa 
Secara konseptual, pengelolaan 
rumah susun sederhana sewa 
merupakan upaya terpadu yang 
dilakukan oleh pemerintah bersama 
para penghuni yang berpartisipasi untuk 
melestarikan fungsi rusunawa agar 
memiliki nilai manfaat dan lebih 
produktif dengan meliputi kebijakan, 
penataan, pemanfaatan, 
pendampingan, pemeliharaan, 
pengawasan, dan pengendalian. Rumah 
susun yang dibangun dan 
diperuntukkan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR) ialah 
rumah susun sederhana sewa. Visi 
penyelenggaraan Rumah Susun 
Sederhana Sewa diarahkan untuk 
“mengusahakan dan mendorong 
terwujudnya kondisi setiap orang atau 
keluarga di Indonesia mampu 
bertanggung jawab dalam memenuhi 
kebutuhan perumahan yang layak dan 
terjangkau didalam lingkungan 
permukiman yang sehat, aman, 
harmonis, dan berkelanjutan guna 
mendukung terwujudnya masyarakat 
dan lingkungan yang berjati diri, 
mandiri, dan produktif.” 
Ruang lingkup Pengelolaan Rumah 
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
meliputi objek atau bangunan, subjek 
atau manusia, maupun lingkungan atau 
kehidupan sosial yang berkaitan di 
dalamnya. Hal ini diatur dalam 
PERMENPERA Nomor 14 tahun 2007 
tentang Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa. 
 
b. Evaluasi Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari 
Menurut William N. Dunn 
Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Gunungsari 
berpedoman pada beberapa dasar 
hukum berikut ini: 
1) Peraturan Menteri Negara Nomor 
14 tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Rumah Susun Sederhana Sewa. 
2) Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 36 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. 
3) Surat Perintah Tugas Nomor 
893/161.9/PR/112/2012 tentang 
Kelompok Kerja Pengelolaan 
Rumah Susun Sederhana Sewa di 
Lingkungan Bidang Perumahan 
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 
dan Tata Ruang Provinsi Jawa 
Timur. 
Tujuan dari pada Pengelolaan 
Rusunawa Gunungsari seperti tertuang 
dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 
Nomor 36 tahun 2011 pada Pasal 2 ayat 
(2) antara lain: 
1) Memenuhi kebutuhan perumahan 
yang layak huni bagi masyarakat 
dan menjamin kepastian hukum 
dalam pemanfaatannya; 
2) Meningkatkan daya guna dan hasil 
guna tanah di daerah perkotaan 
dengan memperhatikan kelestarian 
sumber daya alam dan 
menciptakan lingkungan 
permukiman yang lengkap, serasi, 
dan seimbang; 
3) Memenuhi kebutuhan untuk 
kepentingan lainnya yang berguna 
bagi kehidupan masyarakat; dan 
4) Menunjang pelaksanaan program 
pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
Penelitian ini menilai sejauh mana 
pencapaian tujuan yang diharapkan 
dengan menggunakan teori kriteria 
evaluasi, maka uraian evaluasi 
pengelolaan Rusunawa Gunungsari 
ialah sebagai berikut: 
1) Efektivitas (effectiveness) 
Tujuan pertama pengelolaan ini 
adalah untuk memenuhi kebutuhan 
perumahan yang layak huni. Berkaitan 
dengan hal itu untuk mengukur 
pencapaian tujuan tersebut maka 
dapat diukur dari segi unit produk 
dengan melihat kualitas bangunan 
Rusunawa. Hunian sarusun tipe 34 m2 
yang dimiliki Rusunawa Gunungsari 
dibandingkan dengan spesifikasi tipe 
hunian sarusun yang telah ditentukan 
yaitu 21 s.d 30 m2, maka jelas lebih 
luas hunian sarusun Gunungsari 
terlebih fasilitas yang lengkap 
sehingga dapat dikatakan telah 
tercapai tujuan pertama tersebut. 
Berikut ulasan argumen positif tentang 
hunian Rusunawa Gunungsari: 
“Enak mba di sini, bersih, ngga 
kuatir (khawatir) ada gusuran, 
kalau bayar kan sudah 
kesepakatan.”(hasil wawancara 
dengan Ibu Lulus pada 17 Juli 
2013). 
Dari segi layanannya tidak 
demikian baiknya dengan kelayakan 
bangunannya. Hal ini dibuktikan 
dengan terjadinya kebocoran pipa 
saluran air bersih di beberapa lantai 
beberapa waktu dekat ini yang 
dikeluhkan warga namun tidak 
diperhatikan pihak pengelola. 
“Ini saja airnya sering mati, 
sampai kita urunan (patungan) 
sendiri Rp.10.000,00-an buat 
benerin pipanya yang bocor, itu 
saja masih banyak yang bocor 
tapi pengelolanya ya diam saja. 
Kita juga sempat protes ke 
pengelola, tapi ya cuman yang 
bayar-bayar aja, yang ngga bayar 
ya diam saja.”(wawancara 
dengan Pak Masduki pada 14 
Agustus 2013). 
Kelayakan bangunan itu belum 
dapat dimanfaatkan secara efektif. 
Terdapat 22 stand toko yang 
disediakan untuk disewakan bagi 
penghuni, namun tidak satu toko pun 
nampak beroperasi. Hal ini terjadi 
karena menurut warga biaya sewanya 
terbilang mahal. 
Pelayanan administrasi 
pembayaran sewa rusun didelegasikan 
oleh Dinas kepada petugas 
administrasi di kantor pengelola yang 
berada di Rusun itu. Meski demikian, 
keluhan warga seperti di atas tidak 
dapat ditindak oleh petugas karena 
tidak ada kewenangan untuk hal itu. 
Atas fakta inilah, permasalahan yang 
ada di rusun ini tidak dapat segera 
diselesaikan dan dikendalikan. 
 
2) Efisiensi (efficiency) 
Dari segi waktu dikaitkan dengan 
kriteria efisien, maka dapat dikatakan 
bahwa Pengelolaan Rusunawa 
Gunungsari tidak efisien. Hal tersebut 
terjadi karena menurut pihak 
pengelola, selama ini pengelolaan 
Rusunawa Gunungsari terkendala 
tidak adanya asupan dana untuk 
pelaksanaannya. 
 “Memang pengelolaan 
Rusunawa baru berjalan pada 
akhir-akhir tahun 2012. Sehingga 
kami belum bisa mencapai tujuan 
secara maksimal. Ini karena, 
selama ini tidak ada dana untuk 
pelaksanaan pengelolaan 
rusunawa Gunungsari”(hasil 
wawancara dengan Pak Eka pada 
8 Juli 2013). 
Dalam lingkup perawatan rutin, 
meski diketahui pembayaran sewa 
penghuni di rusun ini tidak berjalan 
baik namun pengelola tetap 
memperhatikan hal perawatan rusun 
dengan mempekerjakan tiga petugas 
kebersihan. Upaya ini tidak dapat 
efektif dan efisien karena warga tidak 
mendukung dengan turut 
berpartisipasi menjaga kebersihan dan 
kedisiplinan pemeliharaan rusun ini. 
Menilai lingkup pendampingan 
dari sisi efisiensi, maka dapat 
dikatakan telah mencapai kriteria ini. 
Pasalnya, pengadaan pendampingan 
tidak membutuhkan biaya yang besar 
namun memberikan manfaat yang 
cukup banyak. Berikut ini gambaran 
umum pelaksanaan dan penguasaan 
produk serta upaya-upaya membentuk 


















Kegiatan program pendampingan 
yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta 
Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim dan 
bekerja sama dengan PT Anugerah 
Efrata Jaya Abadi ini dimaksudkan 
untuk mencapai tujuan pengelolaan 
rusunawa Pemprov Jatim yang 
keempat yakni menunjang 
pelaksanaan program pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat. 
Kegiatan ini berjalan dengan lancar, 
meskipun waktu pelaksanaannya 
terbilang singkat tetapi semua 
kegiatan pelatihan dapat terlaksana. 
 
3) Kecukupan (adequacy) 
Selama penelitian dilakukan, 
penulis mengidentifikasi beberapa 
permasalahan yang dijumpai secara 
langsung maupun dari keluhan yang 
disampaikan oleh penghuni. Lalu, Ibu 
Krisna selaku pengelola juga 
menerangkan perihal permasalahan 
penunggakan pembayaran sewa di 














































































100 produk per 
hari per variasi 
produk. Pekerja 












“Memang ya mba ya, di 
Rusunawa ini banyak 
masalahnya. Seperti ada yang 
menunggak bayar sewa, ada 
yang pindah ngga buat surat 
pindah, tau-tau pas kita data 
ulang kayak kemarin orangnya 
sudah ganti”(hasil wawancara 
pada 8 Juli 2013). 
Permasalahan lainnya yang 
ditemukan oleh penulis saat 
melakukan observasi ke rusunawa 
Gunungsari ialah tidak optimalnya 
pemanfaatan fisik bangunan rusunawa 
Gunungsari. Contohnya adalah 
pertokoan yang belum beroperasi 
sejak diresmikannya rusunawa ini, 
lapangan olah raga yang juga sangat 
jarang ada kegiatan olah raga di sana, 
gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia 
Dini) dan ruang baca atau 
perpustakaan yang sudah tidak 
dioperasikan sejak tahun 2013. Hal itu, 
menurut pengelola dikarenakan 
murid-murid PAUD yang sebelumnya 
sudah masuk TK (Taman Kanak-
Kanak). Selain itu, permasalahan 
lainnya seperti terjadinya pemindahan 
hak sewa kepada pihak lain secara 
ilegal serta kurangnya tingkat 
partisipasi penghuni untuk disiplin dan 
turut menjaga kebersihan lingkungan 
Rusunawa Gunungsari. 
 
4) Perataan (equity) 
Pembangunan rusunawa yang 
sejatinya diperuntukkan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR). Hal ini nampaknya kurang 
sejalan jika melihat kondisi di 
rusunawa Gunungsari. Namun, 
faktanya di area pelataran rusunawa 
Gunungsari ditemukan pemandangan 
beberapa kendaraan roda empat 
(mobil) diparkir berjajar di sana. Hal ini 
dikuatkan dengan penjelasan warga 
berikut ini: 
“Punyanya warga mba, orang-
orang yang di lantai 4 sama 5 kan 
orang kaya-kaya mba. Makanya, 
saya juga heran kok mau tinggal 
di sini, rumahnya kan juga di atas 
mesti naik turun kalau mau apa-
apa”(hasil wawancara dengan Bu 
Lulus pada 17 Juli 2013). 
Adanya fenomena ini, berarti 
bahwa pengelolaan lingkup 
penghunian jika dinilai dengan kriteria 
perataan dapat dikatakan belum 
terdistribusi secara merata bagi 
kelompok sasaran penghuni yang 
semestinya. Dengan melihat fakta 
seperti gambaran di atas, maka dari 
segi proses penghunian jika dinilai 
dengan kriteria perataan, maka dapat 
dikatakan pelaksanaan proses 
penghunian tidak melalui seleksi yang 
ketat. 
Di sisi lain, dari segi penyampaian 
kegiatan pengelolaan rusunawa 
Gunungsari yaitu pendampingan yang 
diberikan kepada seluruh penghuni 
rusunawa Gunungsari dari lantai 1 
(satu) sampai dengan lantai 5 (lima). 
Beberapa warga rusunawa Gunungsari 
lainnya juga ada yang masih 
melanjutkan apa yang dipelajarinya 
pada saat pendampingan. 
 
5) Responsivitas (responsiveness) 
Penghuni rusunawa Gunungsari 
dapat merespon dengan baik adanya 
pembangunan rusun ini sebagai ganti 
atas permukiman mereka di Stren Kali 
Jagir yang tergusur 2009 silam. Berikut 
ulasan pernyataan warga: 
“Saya senang mba tinggal di sini, 
meskipun harus bayar tapi di sini 
kan ngga kuatir kena gusuran. 
Sama tetangga juga jadi lebih 
akrab, soalnya kan jarak 
rumahnya ngga jauh juga jadi 
sama semua di sini”(hasil 
wawancara dengan Bu Lulus 
pada 17 Juli 2013). 
Melihat segi lain yaitu dari sisi 
kegiatan pendampingan, warga 
rusunawa Gunungsari memberikan 
respon yang baik. Sedangkan dari segi 
pemanfaatan, pemeliharaan, 
pengawasan serta pengendalian dalam 
pengelolaan rusunawa Gunungsari ini 
mendapat respon yang kurang baik 
dari warga. 
 
6) Ketepatan (appropriateness) 
Jika meninjau kembali tujuan 
daripada pengelolaan rusunawa 
seperti dalam Pergub Jatim Nomor 36 
tahun 2011, maka pengelolaan rumah 
susun sederhana sewa Gunungsari 
telah mencapai beberapa tujuannya, 
antara lain: 
a) Berdasarkan tujuan pertama, 
adanya bangunan rusunawa 
Gunungsari sebagai tanggung 
jawab Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dalam menyediakan hunian 
yang lebih layak khususnya bagi 
warga yang terkena penertiban 
permukiman di Stren Kali Jagir. 
b) Berdasarkan tujuan kedua, aspek 
kestrategisan lokasi bangunan, 
kelengkapan fasilitas umum dan 
fasilitas sosial, serta kelayakan 
huniannya. 
c) Berdasarkan tujuan keempat, 
Diadakannya pendampingan sosial 
ekonomi bagi warga rusunawa 
Gunungsari yang diberikan secara 
merata dari warga lantai 1 (satu) 
sampai lantai 5 (lima) untuk 
peningkatan ekonomi dan 
penghasilan, pada bulan Oktober 
2012 hingga Nopember 2012 lalu. 
Sedangkan tujuan yang belum 
tercapai dengan baik adalah tujuan 
yang ketiga yakni dalam hal memenuhi 
kebutuhan untuk kepentingan lainnya 
yang berguna bagi kehidupan 
masyarakat. Hal  ini dibuktikan dengan 
ketersediaan fasum dan fasos bagi 
penghuni rusunawa Gunungsari 
senyatanya tidak dapat difungsikan 
oleh mereka untuk memenuhi 
kebutuhannya. Berdasarkan paparan 
penilaian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa pencapaian tujuan pengelolaan 
rusunawa di rusunawa Gunungsari 
dapat dikatakan memenuhi kriteria 
ketepatan dengan cukup baik. 
 
B. PEMBAHASAN 
Rumah Susun Sederhana Sewa 
Gunungsari merupakan rumah susun yang 
didirikan atas inisiatif atau upaya warga 
Stren Kali Jagir untuk meminta 
pertanggungjawaban Pemerintah atas 
penertiban permukiman mereka pada 
2009 silam. Kemudian permintaan itu 
disetujui oleh Gubernur Jatim sehingga 
dibangunkan rusunawa tersebut pada 
2010. Kendati demikian, kepenghunian 
rusunawa ini tidak seluruhnya dihuni oleh 
warga  Stren Kali Jagir saja. Bahkan 
terdapat permasalahan dalam 
kepenghuniannya. 
Pengelolaan rusunawa ialah upaya 
terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah 
bersama para penghuni yang berpartisipasi 
untuk melestarikan fungsi rusunawa agar 
memiliki nilai manfaat dan lebih produktif 
dengan meliputi kebijakan, penataan, 
pemanfaatan, pendampingan, 
pemeliharaan, pengawasan, dan 
pengendalian. Pengelolaan rumah susun 
sederhana sewa Gunungsari memiliki 
tujuan-tujuan yang mengacu pada Pergub 
Jatim Nomor 36 tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Sedangkan ruang lingkup 
pengelolaannya diatur dalam Permenpera 
Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Rumah Susun Sederhana Sewa, kemudian 
tentang kelembagaan atau badan 
pengelola disusun dalam struktur 
Kelompok Kerja Pengelolaan Rumah Susun 
Sederhana Sewa di lingkungan Bidang 
Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Cipta 
Karya yang tertuang pada Surat Peritah 
Tugas Nomor : 893/161.9/PR/112/2012. 
Segi Unit Produk atau melihat fisik 
bangunan rusunawa Gunungsari dinilai 
sudah layak huni, lokasinya strategis, dan 
dilengkapi dengan fasilitas umum dan 
sosial sesuai persyaratan teknis. Dari segi 
layanan, warga masih sering mengeluh 
mengenai kebocoran pipa saluran air 
bersih dan listrik yang sering mati. selain 
itu, masalah kebersihan maupun 
kedisiplinan belum dilakukan dengan baik. 
Ketika penghuni mengeluhkan hal ini, 
pengelola tidak menindak tegas. Kelayakan 
hunian di rusunawa serta lengkapnya fasos 
dan fasum di sana belum dapat 
dimanfaatkan secara efektif . Hal ini 
dikarenakan  mahalnya  harga sewa unit 
toko yang tidak terjangkau oleh penghuni. 
Dari segi waktu pengelolaan rusunawa 
Gunungsari dinilai belum efisien dalam 
pencapaian tujuannya. Hal ini dikarenakan 
tidak adanya asupan dana pada satu tahun 
pertama pengelolaan. Pada tahun 2012 
diadakan program pendampingan dengan 
struktur pengelola yang berbeda (diganti). 
Kegiatannya meliputi: 
1. Pendampingan untuk meningkatkan 
taraf hidup: 
a. Pelatihan daur ulang sampah 
kering dan basah 
b. Pelatihan membuat keripik dari 
bahan dasar kulit pisang 
c. Pelatihan daun kering 
2. Pendampingan khusus segi 
keamanan: 
a. Pelatihan Satpam 
b. Stimulasi pemadaman kebakaran 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, 
pengelolaan rusunawa Gunungsari belum 
mencapai tujuannya secara optimal. Hal ini 
ditunjukkan dengan masih banyaknya 
permasalahan yang muncul seperti: 
1. Penunggakan uang sewa sarusunawa 
2. Pemindahtanganan penghuni 
sarusun tanpa ijin pihak pengelola 
3. Tidak optimalnya pemanfaatan 
fasum dan fasos 
4. Kurangnya perawatan atau 
kebersihan lingkungan rusun, dsb 
Kriteria perataan masih belum dapat 
dikatakan tercapai secara optimal. Hal ini 
terlihat dari kepenghunian  rusunawa 
Gunungsari yang mana seharusnya 
diperuntukkan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah namun pada hasil 
observasi ditemukan fenomena mobil-
mobil yang diparkir di area pelataran 
rusunawa ini. Disisi lain, adanya kegiatan 
pendampingan yang dilaksanakan oleh 
pengelola diberikan secara merata kepada 
para penghuni dari lantai 1 (satu) hingga 
lantai 5 (lima). 
Pembangunan rusunawa Gunungsari 
ini mendapat respon yang baik dari 
masyarakat karena sesuai dengan 
harapannya yakni penyediaan hunian baru 
oleh Pemerintah bagi warga yang menjadi 
korban penggusuran di Stren Kali Jagir. 
Selain itu kegiatan pendampingan yang 
telah dilaksanakan dirasa bermanfaat bagi 
masyarakat. Sedangkan dari segi 
pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan 
serta pengendalian dalam pengelolaan 
rusunawa Gunungsari masih dikeluhkan 
oleh warga. 
Bangunan rusunawa Gunungsari yang 
dinilai telah layak huni, lokasi strategis, dan 
lengkapnya fasum dan fasos  dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Adanya program pendampingan yang telah 
diberikan oleh Pemerintah juga dirasa 
bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini 
berarti telah mencapai tujuan pertama, 
kedua, dan ketiga dari pengelolaan 
rusunawa, namun dari segi pemenuhan 
kebutuhan untuk kepentingan masyarakat 
seperti pemanfaatan fasum dan fasos serta 
tidak terjangkaunya harga sewa unit 
pertokoan sehingga tidak dapat 
dimafaatkan oleh masyarakat. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Hasil evaluasi pengelolaan rusunawa 
Gunungsari menurut penilaian dengan 
kriteria evaluasi kebijakan William N. 
Dunn, disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan rusunawa Gunungsari 
belum dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan sehingga dikatakan 
pengelolaannya belum optimal. 
2. Pengelolaan rusunawa Gunungsari 
dari segi waktu dinilai  tidak efisien. 
Tetapi dari segi program 
pendampingan, dinilai efisien 
terhadap biaya. 
3. Dari aspek kecukupan, diketahui 
pengelolaan rusunawa Gunungsari 
dinilai belum dapat memecahkan 
permasalahan yang ada. 
4. Pada kriteria perataan, pengelolaan 
rusunawa Gunungsari belum 
terdisitribusi secara merata dari segi 
kepenghunian. Namun segi lainnya, 
program pendampingan telah 
terdistribusi secara merata untuk 
seluruh penghuni dari 5 (lima) lantai. 
5. Pembangunan rusunawa ini 
mendapat respon yang baik dari 
masyarakat, namun dari beberapa 
segi pengelolaan warga masih sering 
mengeluh dan melakukan protes. 
6. Pengelolaan rusunawa Gunungsari 
telah mencapai beberapa tujuannya, 
namun pencapaiannya tersebut 
tudak diimbangi dengan strategi 
pengelolaan serta pengembangan 
kualitas yang lebih membangun 
sehingga dinilai kurang memberikan 
manfaat secara optimal. 
 
B. SARAN 
Setelah mengetahui hasil evaluasi 
kebijakan terhadap pengelolaan rumah 
susun sederhana sewa Gunungsari, maka 
penulis merekomendasikan agar kebijakan 
ini dapat diteruskan dengan melakukan 
perbaikan atas hal-hal yang kurang sesuai. 
Maka dari itu, penulis mencoba 
menawarkan beberapa saran untuk 
menjadi pertimbangan sebagai berikut: 
1. Menyusun anggaran atau estimasi 
dana yang diperlukan untuk 
penyelenggaraan pengelolaan 
rusunawa 
2. Perlunya dibentuk PPRS 
3. Perlu dilakukan penunijauan kembali 
mengenai tarif sewa unit pertokoan 
4. Melanjutkan pemberian program 
pendampingan 
5. Pengadaan pendataan secara rutin 
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